
Menimbang

GUBERNT]R LAMPLING

PERATI'RAI| DAERAH PROVII|SI LAIIIPUNG

I{O}IOR 10 TAHUIY 2022

TEI{TAITG

AN(X}ARAIT PENDAPATAN DAIT BELIIJTJA DAERAH

PRO\III{SI L.AMPI'ITG TATIUT AT(X}ARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

GUBER$I.'R LAMPUIYG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali teralhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
dan Pasal 1O4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Gubernur wajib mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2023 disertai penjelasan dan
dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah (DPRD) paling lambat 60 (enam puluh) hari
sebelum I (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk
memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah
dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja pemerintah Daerah
Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum
APBD serta Prioritas dan plafon Anggaran Sementara yang
telah disepakati pemerintah Daerah bersama DpRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan peraturan
Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggar an 2023.
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (lrmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undarg Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan [.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukal Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 2lO, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan l,ayanan Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2O72 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
l,ayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor
171, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang l,aporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Partai Politik (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagatmana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor I
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Talun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
T\rgas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Walil
Pemerintah di Wilayah Provinsi la.mpung;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 20 1 0 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan tembaran Negara Republik
Indonesia nomor 6O4l);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Ralryat Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

17' Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2oo7 tentang Tata cara
Evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman terah di;bah denganPeraturan Menteri Daram Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang perubahan
atas Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 16 Tahun 20r 1 ientang Tatacara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan
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dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 52 Tahun 2072 Tentang Pedoman
Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023;

24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
lampung Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Provinsi Iampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-
2024, (Tambahan Irmbaran Daerah Provinsi l,ampung Nomor Tahun 2019
Nomor 13).

Dengan PersetuJuan Bersama

DEWAN PERWAXILAN RAI(YAT DAERAH PROVIilSI I,AMPUITG

Dan

GT'BER![T'R LAMPUNG

MEMUTUSIIAIY:

Menetapkan PERATURAIT DAERAH PROVINSI LAIUPUNG
ANGGARAI{ PENDAPATAI{ DAN BELANJA
PROVIISI LAMPT'ITG TAHUIY AIY(X}ARAN 2023.

TEIYTANG
DAERAH
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Pasal I
Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang
serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Perda;

3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;

4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;

6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;

7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan;

9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggarErn berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;

10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari
pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar
kembali;

11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang
wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah
yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan
perundangundangan, peq'anjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang
sah;

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKpD
adalah dokumen perenc€rnaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

13. Kebijakan umum ApBD yang seranjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, Belanja, dan pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
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14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Keg'a Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan
rancangan APBD;

15. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah;

16. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah provinsi, Bupati bagi daerah
kabupaten, atau WaIi kota bagi daerah kota;

17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan ralgzat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Urusan Pemerintahan daerah.

Paral 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan
Daerah. APBD Provinsi lampung Tahun Anggaran 2023 terdiri atas
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dal Pembiayaan Daerah dengan rincian
sebagai berikut:

a.PendapatanDaerah Rp7.412.643.433.222,00

b. Belanja Daerah

Surplus

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan

2. Pengeluaran

Pembiayaan Netto

Rp7.381.761.189.686 ,00

Rp 30.882.243.536,00

Rp 7s.000.000.000,00

Rp 105.882.243.536,00

30.882.243.s36 00

0,00

direncanakan sebesar

Sisa kbih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023
Rp7.4 12.643.433.222,OO yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapatan Transfer;

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
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Paral 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp4.146.226.408. 108,00 yang bersumber atas:

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan

d. L"ain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a direncanakan
sebesar Rp2.942.798.55 1.97 1,00

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp8.460.460.518,00

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanal<an sebesar
Rp375.247. 133.261,OO

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) huruf d direncanakan sebesar Rp779.720.262.358,00

Patal 5

(l) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp3. 2 5 l . 8 1 4. 923.37 9,OO yang terdiri atas :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.224.292.047.691,00

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp27 .522.87 5.688,00

Paral 6

(1) l^ain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp14.602.101.735,00 yang terdiri
atas:

a. Pendapatan Hibah;

b. Dana Darurat; dan

c. L^ain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a
direncanakan sebesar Rp I 4.602. I 0 1.73S,00
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Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggarart
Rp7.38 1.76 l. I 89.686,00 yang terdiri atas:
a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak Terduga;
d. Belanja Transfer.

2023 direncanakan sebesar

Paral 8

(l) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
direncanakan sebesar Rp4. 636. 2 04. 8a9 .7 20,96,00 yarrg terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa;

c. Belanja Bunga;

d. Belanja Subsidi;

e. Belanja Hibah; dan

f. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a
direncanakan sebesar Rp2. 1 4 5. 054. 7 7 4.6 46,46

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b
direncanakan sebesar Rp I . 783.97 1.96 1.66 1,54

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c direncanakan
sebesar Rp3.547.643.288,00

(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp689.739. 545.425,00

(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp13.890.964.700,00

Paral 9

(l) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp 1. 250.0 1 6.555. 778,00 yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;

e. Belanja Modal Aset Tetap L,ainnya;

f. Belanja Modal Aset l,ainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp3.624.6OO.OOO,OO
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(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf b direncanakan sebesar Rp I 1 5.932. 440. 032,00

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimalsud pada ayat (l)
huruf c direncanakan sebesar Rp300.025.048.354,00

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp798.803.110.870,00

(6) Belanja Modal Aset Tetap l,ainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e direncanakan sebesar Rp2 8.63 1 .356 .522,OO

(7) Belanja Modal Aset l,ainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp0,00

Pasal 1O

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufc
direncanakan sebesar Rp31.500.000.000,00 yang terdiri atas Belanja Tidak
Terduga.

Paral 11

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurud d
direncanakan sebesar Rp1.464.039.744.187 ,OO yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil; dan

b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 1 . 464. 039. 7 44. I 87,OO

Paeal 12

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Paral 13

(l) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12
hurud a direncanakan sebesar Rp75.000.000.000,00 yang terdiri atas:

a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;

b. Pencairan Dana Cadangan;

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
d. Penerimaan Pinjaman Daerah;

e. Penerimaan Kembali pinjaman Daerah; dan
f' Penerimaan pembiayaan l.ainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undagan.



(2) Sisa t€bih Perhitungan
dimaksud pada ayat
Rp7s.000.00O.0O0,00

-t0-

Anggaran Tahun
(1) huruf a

Sebelumnya sebagaimana
direncanakan sebesar

Paral 14

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

hurud b direncanakan sebesar Rp105.882.2a3.536,00 yang terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan;

b. Penyertaan Modal Daerah;

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;

d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan

e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf c direncanakan sebesar

Rp105.882.243.536,00

Paral 15

(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran
Daerah mengakibatkan tedadinya Surplus/(Defisit)
Rp30.882.243.536,00

Belanja
sebesar

(2) Pembiayaan Netto yang
terhadap Pengeluaran
(Rp30.882.243.536,00)

merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan
Pembiayaan direncanakan sebesar

Parel 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan
Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan
dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
l.ampung Ta]run Anggaran 2023.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat menggangu kegiatan pelayanan
publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran beg'alan;
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b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/ atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bag Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Paral 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam tampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang meliputi:

1. l,a.mpiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan,

Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub

Kegiatan beserta Keluaran ;

5. la-mpiran v Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan SpM;
7. Lampiran vII Sinkronisasi program pada RpJMD dengan Rancangan

APBD;

8. Lampiran VIII sinkronisasi program, Kegiatan dan sub Kegiatan pada
RKPD dan ppAS dengan Rancangan ApBD;

9. Lampiran IX Sinkronisasi program prioritas Nasiona.r dengan program
prioritas Daerah.

Pasal 18

Gubernur menetapkan peraturan Gubernur tentang penjabaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angga ran 2023 sebagai
operasional pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja OaerJ.

Anggaran
landasan
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Paral 18

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan
operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pa:al 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam lcmbaran Daerah Provinsi
Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung

pada tanggal 2022

GI'BERIII'R LA}IPUIYG,

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung

pada tanggal tQ '' t1 2022

SEKRETARIS PROVINSI LAMPUNG,

DARIUINTO

LEMBARAN DATRAH PROVIISI LAMPI'NG TAHUN 2022 NOMOR ...

ITOMOR RIGISTER PERATURAT DAERAII PROVIilSI LAUPUtrG I L2-26A12O221
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Paral 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orzrng mengetahuinya, memerintahkan pengundangal Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung

pada tanggal 16- 12 - 2022

GUBERNT'R LAIIPUNG,

ttd

ARIIYAL DJT'NAIDI

Diundangkan di Telukbetung

pada tanggal 16 - 12 - 2022

SEKRETARIS DATRAH PROVITSI LADIPUNG, Salinan sesuai dengan aslinya
Kepal Biro Hukum Sekretariat
Da nsi Lampung,

FAHRIZAL DARMINTO

na Utama Muda
NtP. 19650905 199103 1 004

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNGTAHUN 2022 NOMOR TO

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG ( 12-268 / 2022 |

ttd



Drcerrt dan: SiS rEM /NFORMAS, PEREIVCANA,4N DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kode Uraian Jumlah (Rp.)

1 2 3

PEMBIAYAAN NETTO (30.882.2/r3.536,00)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

GUBERNUR LAMPUNG
E

EI
ARINAL DJUNAIDI

Halaman A2


